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ABSTRAK 

          Skripsi ini membahas tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen 

Pengguna Layanan PDAM Kabupaten Lombok Timur Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, permasalahan yang sering 

terjadi di dalam masyarakat adalah masalah pelayanan yang diberikan pihak 

PDAM dan sering kali hak konsumen tidak dipenuhi oleh pihak PDAM 

Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui bentuk 

perlindungan hukum bagi konsumen pengguna layanan PDAM dan mengetahui 

perlindungan hukum bagi konsumen yang di rugikan ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999. 

        Jenis atau metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris 

dengan pendekatan perUndang-Undangan dan pendekatan sosiologis yang 

sumber datanya di peroleh melalui data primer dan data sekunder dengan teknik 

pengumpulan data melalui studi Pustaka dan wawancara.  

         Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan PDAM Kabupaten Lombok 

Timur bentuk perlindungan yang di berikan kepada konsumen adalah dengan 

memberikan hak konsumennya sesuai dengan pasal 4 UUPK, upaya hukum yang 

dapat di tempuh konsumen apa bila dirugikan dengan cara melakukan beberapa 

upaya seperti meminta ganti rugi apabila diperlukan, apabila tidak ada titik temu 

antara konsumen dengan produsen mengenai masalah yang di hadapi konsumen 

berhak menyelesaikan sengketanya dibeberapa lembaga perlindungan konsumen 

seperti Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKMS) dan 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) penyelesaian sengketa 

konsumen juga bisa dilakukan di pengadilan maupun di luar pengadilan. 

Diharapkan bagi pihak PDAM lebih meningkatkan pelayanan nya, lebih 

memperhatikan hubungannya dengan konsumen dan memperhatikan hak 

konsumennya selain itu pihak PDAM juga harus menyedikan kotak pengaduan 

baik di cabang, pusat maupun secara online dan lebih transparan dalam hal 

pelayanan di dalam maupun di luar kantor 

Kata kunci:  Perlindungan Hukum, Konsumen, Layanan PDAM 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Air merupakan sumber kehidupan bagi mahkluk hidup dibumi, selain 

untuk minum air juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lain 

seperti mandi, masak, mencuci dan lain-lain. Selain untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangga air juga digunakan untuk kebutuhan industri dan 

pertanian. Akan tetapi tidak sembarangan air yang bisa digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari mengkonsumsi air sembarangan bisa 

berpengaruh terhadap Kesehatan. 

Air minum yang baik dikonsumsi atau digunakan tidak boleh 

mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh, seperti arsenik, 

amonia, benzena, timbal, dan merkuri. 

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya 

Air menegaskan bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum 

merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang diselenggarakan dalam 

rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin standar 

kebutuhan pokok air bagi masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, 

kuantitas dan keberlangsungan.
1
 

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam salah 

satunya sumber daya air maka dari itu pemerintah daerah membentuk badan 

usaha milik daerah yaitu perusahaan daerah air minum (PDAM). Perusahaan 

                                                           
       1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air 

https://www.alodokter.com/keracunan-merkuri
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Daerah Air Minum (PDAM) merupakan perusahaan daerah yang bergerak di 

bidang pendistribusian air bersih kepada masyarakat.  Perusahaan air minum 

yang dikelola negara secara moderen sudah ada sejak zaman penjajahan 

Belanda pada tahun 1920an dengan nama Waterleiding sedangkan pada 

pendudukan Jepang perusahaan air minum dinamai Suido Syo.
2
 

Tahun 2004 merupakan tonggak terbitnya peraturan dan perundangan 

yang memayungi air minum yaitu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2004 Tentang SDA (Sumber Daya Air). Setelah 60 tahun Indonesia 

merdeka pada tahun ini Indonesia baru memiliki peraturan tertinggi disektor 

air minum dengan terbitnya PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 16 Tahun 

2005 tentang Pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum). 

Dengan dimulainya kembali pembinaan Air Minum dari yang semula 

berbasis “Wilayah” menjadi berbasis “Sektor”.  

Negara Indonesia merupakan daerah tropis yang sangat subur dengan 

tumbuhnya bermacam-macam tumbuhan. Dengan tumbuhnya tumbuhan 

maka munculnya sumber mata air yang berperan penting dalam kehidupan. 

Air merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan baik 

tumbuhan, hewan dan manusia. Di dalam UUD Negara RI Tahun 1945 

menerangkan bahwa sumber daya alam harus dikelola secara maksimal 

dengan mempertimbangkan keberlanjutan generasi sehingga bisa membawa 

                                                           
        2 I Nyoman Renaldi Mahardika dkk, 2019. Perlindungan Hukum Terhadap 

Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Kelalaian 

Prusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buleleng) Journal Komunitas Yustisia 

Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 2 No. 3 Tahun 2019. 
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masyarakat sejahtera.
3
 Kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi 

bergantung pada ketersediaan air. Air bersih merupakan bahan utama 

aktivitas manusia, baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun 

untuk menunjang aktivitas kehidupan manusia.  

Faktor penting manfaat air adalah kebutuhan akan air minum. Air 

merupakan zat yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan tidak ada 

seorang pun di dunia ini yang membutuhkan air, terutama untuk minum. 

Kebutuhan akan air minum telah meningkat tajam dengan pertumbuhan 

penduduk yang cepat.  Selain untuk kebutuhan air minum air juga sangat 

diperlukan untuk kebuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, memasak 

terlebih untuk ibu rumah tangga dan yang lainnya. 

Kebutuhan akan air bersih setiap tahun nya semakin meningkat hal 

ini dikarenakan terus meningkatnya peradaban manusia yang semakin lama 

semakin besar. Akibat pembangunan manusia yang terus meningkat, 

pencemaran lingkungan, terutama sumber daya air, dapat semakin parah. 

Dalam hal ini, seseorang harus dapat menemukan berbagai cara untuk 

mendapatkan sumber air bersih baru untuk kebutuhan sehari-hari.  

Pentingnya sumber daya alam, khususnya sumber daya air bersih, 

yang peranannya sangat penting bagi kehidupan manusia dan 

pengelolaannya menjadi tanggung jawab negara, diatur Pasal  33 UUD 1945 

ayat (2) dan ayat (3). Pemerintah pusat melalui pemerintah daerah 

melimpahkan kewenangan pengelolaan air bersih ini kepada pemerintah 

                                                           
   3 Indah Sukmaningsih, Dimensi Pelayanan Publik Dalam Masalah Perlindungan 

Konsumen Bagi Lokakarya Perlindungan Konsumen Bagi Dosen Dan Praktisi Hukum, 

(Jakarta, 1997), hlm.1 
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daerah dalam suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM).  Tersedianya air bersih dan sehat merupakan 

kebutuhan yang sangat penting bagi semua makhluk hidup. 

Tersedianya PDAM diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan air bersih. Dalam hal ini tercipta hubungan hukum antara 

PDAM selaku produsen dan pelanggan PDAM selaku konsumen adalah 

adanya kewajiban PDAM untuk menyediakan air minum sesuai standar 

kesehatan yang berlaku dan dapat dinikmati selama 24 jam sehari. Pelanggan 

sebagai penerima jasa berkewajiban membayar tagihan air sesuai dengan 

tarif yang telah ditentukan berdasarkan pemakaian yang tertera pada meter 

air dirumah pelanggan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, seringkali hak-

hak konsumen tidak terpenuhi. 

Di Indonesia perlindungan konsumen menjadi salah satu 

perkembangan hukum, hal ini karena pelaku usaha sering kali mengabagikan 

hak-hak konsumennya. Dalam hal ini UU Perlindungan Konsumen No. 8 

Tahun 1999 Pasal 1 Angka (1) Menegaskan bahwa. Perlindungan Konsumen 

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan kepada konsumen.
4
. 

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 

Perlidungan Konsumen ini hedaknya mengatasi berbagai masalah yang 

dihadapi konsumen. Perlidungan konsumen ini sangat diperlukan mengingat 

bahwa dalam kenyataannya konsumen selalu berada dipihak yang dirugikan, 

                                                           
4Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 
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baik dalam pelayanan dan ketidak sesuaian dengan perjanjian sebelumnya 

anatara produsen dan konsumen. 

Tingginya angka permintaan air bersih pertahunnya semakin 

meningkat karena tingginya angka pertumbuhan penduduk, Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Timur merupakan suatu 

perusahaan yang bergerak dibidang jasa penyedia layanan air bersih bagi 

masyarakat Kabupaten Lombok Timur. PDAM sebagai perusahaan Daerah 

diberi tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem 

penyediaan air bersih serta melayani semua kelompok konsumen dengan 

harga yang terjangkau. Perusahaan daerah air minum (PDAM) Kabupaten 

Lombok Timur sebagai penyedia layanan air diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat akan air bersih yang layak pakai dan konsumsi 

terutama didaearah kabupaten Lombok Timur.  

Ditingkat daerah, daerah Lombok Timur pengelolaan air bersih 

dikelola oleh PDAM Lombok Timur. Tingginya angka permintaan akan air 

bersih menyebabkan masih banyak daerah yang tidak tersentuh air, selain itu 

tingginya angka permintaan air menyebabkan kurangnya kualitas pelayanan 

dari pihak PDAM terbukti dengan banyaknya konsumen yang mengeluhkan 

akan pelayanan yang diberikan pihak PDAM seperti tidak tanggapnya pihak 

PDAM dalam menangani masalah yang terjadi dimasyarakat.  

Hal ini terbukti dari banyknya masyarakat yang sering mengeluhkan 

air tidak keluar, air keruh, pipa bocor dan tingginya angka pembayaran air. 
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Sedangkan kualitas pelayanan yang diberikan pihak PDAM tidak sesuai 

dengan tingginya bayaran yang diminta. 

Sebagai konsumen sudah tentu merasa hak yang seharusnya 

diperoleh sebagaimana yang ditentukan oleh UU Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen tidak terpenuhi, berdasarkan latar belakang 

masalah penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai” 

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Layanan PDAM” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah 

yang diteliti adalah: 

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna 

layanan PDAM di Lombok Timur? 

2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen yang dirugikan 

atas pelayanan PDAM Lombok Timur? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen 

pengguna layanan PDAM Kabupaten Lombok Timur 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi 

konsumen yang dirugikan ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 

1999. 

2. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang penulis ambil dari penelitian ini adalah 

manfaat teoritis, praktis dan akademis: 
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a. Manfaat teoritis 

1) Memperluas data penelitian dan memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata 

khususnya mengenai perlindungan konsumen.  

2) Menjadi refrensi bagi peneliti selanjutnya yang membahas atau 

meneliti topik yang sama. 

b. Manfaat praktis 

1) Memeberi jawaban atas apa yang diteliti 

2) Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak, baik 

pada pihak PDAM selaku pelaku usaha dan masyarakat selaku 

konsumen 

c. Manfaat akademis 

Secara akademis, merupakan salah satu syarat untuk 

menyelesaikan studi ilmu hukum tingkat strata satu (S1) pada 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadyah Mataram. 

D. Orisionalitas Penelitian  

        Untuk mengetahui orisionalitas peneltian yang penulis lakukan, 

dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terlebih dahulu yang mirip 

dengan tema pembahasan. Peneliti dalam bentuk skripsi pernah dilakukan 

oleh beberapa mahasiswa sebagai berikut: 

1 Nama, Tahun dan Judul Penelitian 

 Risna tahun 2020, Perlindungan konsumen terhadap pengenaan 

tarif dasar Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ditembilahan 

Kabupaten Indragiri Hilir.
5
 

                                                           
5 http://repository.uin-suska.ac.id. Diakses pada tanggal 25 November 2022, pukul 

15.45  WITA. 
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 Rumusan Masalah 

 1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap pengenaan tarif dasar 

PDAM Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.? 

2. Apa faktor penyebab terjadinya perhitungan pengenaan tarif dasar 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tembilahan Kabupaten 

Indragiri Hilir.? 

 Persamaan 

 Sama-sama meneliti tentang perlindungan yang di berikan pihak 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) terhadap pihak konsumen  

 Perbedaan 

 Risna dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat atas kenaikan tarif 

dasar Perusahaan Daerah air Minum (PDAM) sedangkan Bq. Pratiwi 

Umayatul Khairoh membahas tentang perlindungan hukum bagi 

konsumen pengguna layanan PDAM di Lombok Timur. 

 Kesimpulan 

 1. Pemberlakuan tarif air minum di PPDAM Tirta Tembilahan selalu 

menjadi perbincangan di kalangan masyarakat dan selalu menjadi 

masalah yang sangat besar karena pelayanan PDAM Tirta masih 

buruk di masyarakat sehingga ada yang bertentangan dengan 

regulasi air minum. Tarif Air yang dioperasikan oleh PDAM Tirta. 

PDAM Tirta beralasan terpaksa melakukan perubahan tarif air 

minum baru untuk meningkatkan akses air bersih.  

2. Beberapa faktor yang mempengaruhi perhitungan dan penetapan 

tarif air minum menjadi alasan PDAM Tirta beralih ke tarif air 

minum baru. PDAM Tirta merupakan salah satu perusahaan daerah 

yang bergerak di bidang pelayanan publik di bidang bersih. 

Pasokan air, yang bertanggung jawab untuk menyediakan air 

bersih untuk seluruh penduduk.  Namun pelayanan yang diberikan 

oleh PDAM Tirta masih kurang memuaskan dikarenakan produksi 

instalasi pengolahan air minum (IPA) sehingga terjadi kekurangan 

air bersih bagi PDAM sehingga terjadi distribusi sistem distribusi 

air bersih yang tidak merata ke seluruh warga. rumah, sehingga 

hanya tersisa air bersih. Berapa jam PDAM Tirta beroperasi di 

beberapa wilayah yang belum tersentuh air dari PDAM Tirta dan 

masih minimnya pengaduan yang dapat memediasi pengaduan 

masyarakat dengan lebih efektif. 

2 Nama, tahun dan Judul Penelitian 

 Mhd. Dwiki Darmawan Tahun 2018, Tanggung jawab 

Perusahaan terhadap pelanggan akibat pelayanan buruk 

pendistribusian air.
6
 

 

                                                           
         6 http://repository.umsu.ac.id  Diakses pada tanggal 25 November 2022, pukul 15.55 

WITA 
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 Rumusan masalah 

 1. Bagaimana hubungan hukum antara PDAM Tirtanadi Cabang 

Delitua dengan pelanggan? 

2. Bagaimana tanggung jawab PDAM Tirtanadi Cabang Delitua 

terhadap pelanggan akibat pelayanan buruk pendistribusian air?  

3. Bagaimana upaya dan penyelesaian pengaduan pelanggan atas 

pelayanan buruk pendistribusian air oleh PDAM Tirtanadi Cabang 

Delitua? 

 Persamaan 

 Sama-sama penelitiannya bertujuan untuk mengetahui tanggung 

jawab pihak perusahaan daerah air minum (PDAM) terhadap hak-hak 

konsumennya 

 Perbedaan 

 Muhammad Dwiki Darmawan dalam penelitiannya bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap 

pelanggan atas pelayanannya yang buruk dalam mendistribusikan air. 

Sedangkan Bq. Pratiwi Umayatul Khairoh meneliti tentang 

perlindungan hukum bagi konsumen pengguna layanan PDAM di 

Kabupaten Lombok Timur. 

 Kesimpulan 

 1. Hubungan hukum antara Pelanggan dan PDAM Tirtanadi 

Cabang Delitua terwujud melalui sebuah perjanjian, Perjanjian 

itu disebut perjanjian Pemasangan Baru yang bersifat baku. 

Perjanjian tersebut diberlakukan PDAM Tirtanadi Cabang 

Delitua kepada semua pelanggannya. Sehingga diantara 

keduanya terdapat hak dan kewajiban yang harus dilakukan. 

2. PDAM bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 

konsumen tidak hanya sebatas uang atau barang bahkan 

perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan akibat 

mengkonsumsi air minum yang tercemar. Disamping itu UUPK 

mengatur tentang adanya Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK), sehingga konsumen dapat melakukan 

gugatan tidak hanya melalui pengadilan tetapi juga dapat 

dilakukan gugatan diluar pengadilan. 

3.  Upaya Penyelesaian Pengaduan Pelanggan Atas Tidak 

Lancarnya Distribusi Air Oleh PDAM Tirtanadi Cabang Delitua 

cara mendengar keluhan, kritik, serta saran yang diberikan oleh 

pelanggan. Pihak PDAM Tirtanadi Cabang Delitua telah 

semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan distribusi air 

terhadap pelanggan, turut merawat dan menjaga semua instalasi 

air serta menjaga kualitas air yang akan didistribusikan kepada 

pelanggan. Pihak PDAM Tirtanadi Cabang Delitua menjaga 

kualitas air dengan cara melakukan penyaringan sebelum 

didistribusikan kepada pelanggan 

3 Nama, tahun dan Judul Penelitian 

 Muhammad Futtuwah Andryadi Tahun 2019, Perlindungan 
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hukum terhadap konsumen perusahaan Daerah air minum atas 

rendahnya kualitas air minum di desa petir Kabupaten Gunungkidul.
7
 

 Rumusan masalah 

 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen Perusahaan 

Daerah Air Minum atas rendahnya kualitas air minum di wilayah 

Kabupaten Gunungkidul?  

2. Bagaimana tanggung jawab hukum atas kerugian yang di derita 

konsumen Perusahaan Daerah Air Minum atas rendahnya kualitas 

air minum di wilayah Kabupaten Gunungkidul? 

 Persamaan 

 Sama-sama membahas tentang perlindungan terhadap konsumen 

yang di berikan oleh perusahaan daerah air minum (PDAM) 

terhadap hak-hak dan kewajiban konsumen. 

 

 

 Perbedaan 

 Muhammad Futtuwah Andryadi dalam penelitiannya bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap konsumen atas 

rendahnya kualitas air minum yang diberikan pihak PDAM di desa 

petir. Sedangkan Bq. Pratiwi Umayatul Khairoh meneliti tentang 

perlindungan hukum bagi konsumen pengguna layanan PDAM di 

Lombok Timur. 

 Kesimpulan 

 1. PDAM Tirta Handyani Gunungkidul sebagai salah satu perusahaan 

daerah yang menyelenggarakan pelayanan air bersih masyarakat 

tidak sepenuhnya bertanggung jawab untuk menyediakan air bersih 

bagi seluruh penduduk di setiap daerah, dalam hal ini pelayanan 

yang diberikan PDAM Tirta Handyani Gunungkidul kepada 

konsumen. masih kurang memuaskan, hal ini dikarenakan posisi 

PDAM Tirta Handayani Gunungkidul yang bertujuan untuk 

memonopoli penyediaan air bersih disetiap daerah, sehingga 

pelayanan yang mereka tawarkan merupakan pelayanan yang 

minim, karena menyangkut penyediaan air bersih, hampir tidak 

ada pesaing yang layak disebutkan. Air yang mempengaruhi 

kenyataan bahwa konsumen mau tidak mau harus tetap menjadi 

pelanggan PDAM Tirta Handayani Gunungkidul untuk 

mendapatkan air bersih. Warga Desa Petir juga mengalami 

kerugian besar akibat tidak maksimalnya pelayanan PDAM Trita 

Handyani Gunungkidul. Kerugian tersebut tidak hanya bersifat 

materi, tetapi juga berdampak pada kesehatan konsumen, seperti 

konsumen yang menderita sakit. Karena konsumsi air minum yang 

dihasilkan oleh PDAM Tirta Handayani. 

2. Berdasarkan prinsip tanggung jawab produk ditinjau berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

                                                           
                    7 https://dspace.uii.ac.id. Diakses pada tanggal 25 November 2022, pukul 16.05 WITA 

https://dspace.uii.ac.id/
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konsumen Sehubungan dengan pelaksanaan kontrak pelanggan 

sistem penyediaan air minum oleh PDAM Tirta Handayaani 

Gunungkidul, kontraktor/penyelenggara bertanggung jawab atas 

kerugian yang diderita pelanggan/pelaku usaha. Pasal 19(1) UUPK 

menyatakan bahwa pelaku ekonomi wajib mengganti kerugian 

konsumen atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang 

diakibatkan oleh konsumsi barang dan/atau jasa yang diproduksi 

atau dijual. Ayat 2 menjelaskan kembali bahwa kerugian yang 

disebutkan dalam ayat 1 dapat berupa pengembalian atau 

penggantian barang dan/atau jasa yang setara atau setara, atau 

kerugian perawatan kesehatan dan/atau hukum. Ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Dalam hal ini 

konsumen mengalami kerugian karena beberapa hal, seperti 

kerugian material, dimana konsumen merasa dirugikan karena 

tetap harus membayar untuk setiap 10 meter kubik air rumah 

tangga, namun ternyata air yang mengalir tidak begitu diharapkan 

dan seragam. Tunggu. 2-3 hari untuk mendapatkan air. Selain itu, 

konsumen juga mengalami gangguan kesehatan seperti sakit 

tenggorokan akibat konsumsi air yang tidak tepat. Sedangkan 

PDAM Tirta Handayani hanya menanggapi keluhan atau laporan 

masyarakat dan menjelaskan mengapa distribusi dan kualitas air 

yang disalurkan tidak optimal. Tidak ada langkah atau tanggung 

jawab atas kerugian yang diderita gereja.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum 

1. Pengertian Perlindungan Hukum  

Kehadiran hukum dalam masyarakat sebagai pelindung dan 

pengatur tata cara kehidupan dalam bermasyarakat. Wujud hukum 

dalam masyarakat adalah memberi perlindungan kepada masyarakat 

yang hak dan kewajibannya merasa terganggu suatu masalah atau 

sengketa yang terjadi dalam masyarakat yang harus diselesaikan 

secara hukum positif maupun hukum adat dalam masyarakat tersebut, 

tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang tertib dan teratur agar 

terciptanya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat tersebut. Pada 

hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dan obyek hukum 

yang di lindungi oleh hukum dan menjadikannya sebuah kewajiban, 

hak dan kewajiban tersebut harus dilindungi oleh hukum sehingga 

dalam masyarakat tercipta ketentraman dan keamanan dalam 

melaksanakan kepentingannya. 

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, hukum dapat dilihat dalam 

delapan pengertian, yaitu hukum dalam arti penguasa, tepatnya dalam 

arti pejabat, tepatnya dalam arti perbuatan, tepatnya dalam arti sistem 

aturan, tepatnya dalam arti jaringan nilai, tepatnya dalam arti tertib 

hukum, tepatnya dalam arti yurisprudensi, hukum dalam arti disiplin 

hukum. Perbedaan makna undang-undang Soedjono Dirdjosisworo 
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dari sudut pandang yang berbeda menunjukkan bahwa undang-undang 

tidak hanya tentang peraturan perundang-undangan tertulis dan 

lembaga kepolisian, seperti yang dipahami oleh masyarakat yang 

selama ini tidak mengenal hukum. Tetapi hukum juga mencakup hal-

hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat. 
8
 

Secara umum, perlindungan berarti melindungi sesuatu dari 

hal-hal yang berbahaya, yang dapat berupa manfaat atau benda atau 

barang. Selain itu, perlindungan juga mencakup pentingnya dilindungi 

oleh seseorang yang lebih lemah. Oleh karena itu, perlindungan 

hukum dapat dipahami sebagai segala upaya yang dilakukan oleh 

negara untuk menjamin kepastian hukum guna melindungi warga 

negaranya sedemikian rupa sehingga hak-hak keperdataannya tidak 

dilanggar dan yang melanggarnya dikenakan sanksi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

1. Menurut Undang-Undang 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

tatacara perlindungan terhadap korban dan sanksi dalam 

pelanggaran hak asasi manusia yang berat, perlindungan hukum 

adalah suatu pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat 

keamanan untuk memerikan rasa aman baik fisik maupun mental, 

kepada korban dan saksi, dan ancaman, gangguan, terror, dan 

kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap 

                                                           
8 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo 

Persada, 2008 hlm 25 
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penyidikan, penyelidikan penuntutandan atau pemeriksaan di 

dalam proses pengadilan. 

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan 

hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya. 

b. Jaminan kepastian hukum. 

c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara. 

d. Adanya saksi hukum bagi pihak yang melanggarnya. 

2. Menurut para ahli 

a. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah upaya untuk 

melindungi masyarakat dari perbuatan atau tindakan dari 

penguasa yang sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku, untuk mewujudkan ketertiban 

dan kenyamanan, keamanan, ketentraman, sehingga 

memungkinkan manusia untuk menikmati hidupnya sebagai 

mana mestinya sebagai manusia.
9
 

b. Menurut Mucshin perlindungan hukum merupakan suatu hal 

yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan 

peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dipaksakan 

Penegakan dengan sanksi, upaya hukum dapat dibedakan 

menjadi dua bagian, yaitu:   

 

                                                           
9 Setino, “Rule of Law”, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas 

Sebelas   Maret, 2004), hlm 3 
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1) Perlindungan Hukum Preventif 

Yakni, perlindungan hukum negara, yang bertujuan untuk 

mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini 

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dengan 

tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan 

sebagai tanda kepatuhan.  

 

2) Perlindungan Hukum Reprensif 

Perlindungan hukum yang bersifat menindas adalah 

perlindungan hukum yang bersifat pamungkas berupa 

denda, penjara, dan hukuman tambahan ketika timbul 

sengketa atau terjadi pelanggaran. 
10

 

 

c. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah upaya 

Melindungi kepentingan individu dengan mengakui hak asasi 

manusia untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya. 
11

 

d. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum merupakan 

segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, 

sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada 

pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan 

hukum.
12

 

B. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen  

1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen 

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi beberapa suku 

kata, yaitu proteksi, hukum dan perlindungan hukum. Adapun kata 

“melindungi” dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata 

                                                           
       10 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, 

(Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm 14 

       11 Satijipro Rahardjo, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: 

Kompas, 2003), hlm 121 

       12 Hetty Hasanah “Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan 

Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia. Jex Crimen Vol. V No 4, 2016. 
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“melindungi” yang berarti meletakkan di belakang atau dibalik 

sesuatu agar tidak terlihat. Dengan kata lain, pengertian ini juga 

berarti menjaga atau memberikan pertolongan agar selamat. Jadi, 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “perlindungan” berarti 

berlindung atau merupakan tindakan atau hal yang dilindungi, 

misalnya dengan melindungi yang rentan. 
13

 Pengertian hukum 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai peraturan 

atau kebiasaan yang mengikat secara resmi yang ditetapkan oleh 

penguasa atau pemerintah.  

Pengertian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah 

seperangkat aturan atau asas kehidupan bersama yang dapat 

ditegakkan dengan sanksi.
14

 Perlindungan hukum adalah upaya untuk 

memberikan rasa nyaman terhadap kepentingan manusia yang 

dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum ditujukan untuk semua 

warga Negara tanpa terkecuali dan tanpa memandang status sosisal 

masyarakat tersebut. 

     Perlindungan hukum tidak hanya memeberikan 

perlindungan untuk individu saja akan tetapi perlindungan bisa untuk 

kelompok, maka dalam hal ini perlindungan hukum memberikan 

jaminan dan solusi bagi setiap masalah agar terciptanya rasa aman 

dan nyaman dimasyarakat. 

                                                           
                                  13 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Edisi Ketiga), Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hlm. 674. 
                  14

 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberty, 2000, 

hlm.25. 
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2. Jenis Perlindungan Hukum 

  Istilah perlindunan hukum sebenarnya merupakan 

penyempitan arti dari perlindungan, dimana hanya perlindungan oleh 

hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula 

dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh 

manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama 

manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia 

mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan 

hukum
15

 

Dengan “tindakan pemerintah” sebagai titik sentralnya maka    

dibedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu:
16

 

1. Perlindungan Hukum yang preventif 

Perlindungan hukum yang preventif ini diberikan 

kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau 

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemeritah mendapat bentuk 

yang definitive. Dengan begitu perlindungan ini bertujuan untuk 

mencegah terjadinya sengketa. 

2. Perlindungan Hukum yang Represif 

Sebaliknya perlindungan hukum represif adalah bertujuan 

menyelesaikan sengketa. Dalam penelitian ini sengketa yang 

dimaksud adalah perkara pidana bilamana masyarakat menjadi 

                                                           
        15 CST Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Indonesia. 

Balai Pustaka Jakarta. hlm 117 

    
16

 Philipus M. Hadjon. Ibid, hal 2 
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korban yang dirugikan oleh pihak PDAM dan perkara perdata 

dimana pihak PDAM bertanggung jawab atas terjadinya 

permasalahan air yang terjadi dimasyarakat. Perlindungan hukum 

adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum 

baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik 

yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan 

bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari 

fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum 

memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, 

dan kedamaian. 

3. Tujuan Perlindungan Hukum  

 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa perlindungan 

konsumen bertujuan untuk:
17

 

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian    

konsumen untuk melindungi diri. 

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara    

menghindarkan dari akses negativ pemakaian barang dan/atau 

jasa. 

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 

menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 

unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses 

untuk mendapatkan informasi. 

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggungjawab dalam usaha. 

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 

                                                           
17 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
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4. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen 

 

 Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen 

dapat mengajukan perlindungan adalah: 

a. Undang-Undang Dasar 1945, Sebagai sumber dari segala sumber 

hukum, Indonesia mensyaratkan bahwa pembangunan nasional 

bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. 

Tujuan pembangunan nasional dicapai melalui sistem ekonomi 

kerakyatan yang mampu menghidupi dan mengembangkan dunia 

yang menghasilkan barang dan jasa yang layak dikonsumsi 

masyarakat.   

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. Lahirnya undang-undang ini memberikan harapan 

kepada masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan 

terhadap kerugian yang timbul dalam perdagangan barang dan jasa. 

UU Perlindungan Konsumen menjamin kepastian hukum 

konsumen.  

5. Asas Perlindungan Konsumen 

           Berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan 

nasional berikut:
18

 

a. Asas manfaat yaitu untuk mengamanatkan bahwa segala 

dalamupaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen 

                                                           
18 Undang- Undang Dasar Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
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harus memberikan manfaat besar bagi konsumen dan pelaku 

usaha secara keseluruhan. 

                   b. Asas keadilan yaitu peran serta seluruh masyarakat dapat 

dimaksimalkan dan konsumen serta pedagang memiliki 

kesempatan untuk menggunakan hak dan memenuhi 

kewajibannya secara adil.  

 c. Asas keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha 

dan pemerintah dalamartimater dan spiritual.  

d. Asas kemanan dan keselamatan adalah emberikan jaminan kepada 

konsumen tentang penggunaan dan pemakaian barang dan jasa 

yang dikonsumsi dan digunakan oleh konsumen.  

 e. Asas kepastian hukum Artinya baik pengusaha maupun 

konsumen sama-sama tunduk pada hukum dan merasakan 

keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen . 

C. Tinjauan Umum Tentang Konsumen 

1. Pengertian Konsumen 

Pasal 1 Angka 2 UUPK menyatakan “konsumen” adalah 

setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.
19

 

Di Amerika Serikat, definisi konsumen termasuk "korban 

produk cacat", yang tidak hanya mencakup pembeli, tetapi juga 

                                                           
19 Pasal 1 Angka 2 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. 
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korban yang bukan pembeli tetapi pengguna. Korban yang bukan 

pengguna juga menikmati perlindungan yang sama dengan 

pengguna. 
20

 

Berdasarkan pengertian konsumen di atas, maka konsumen 

dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:
21

 

1. Konsumen komersial (commercial consumer), adalah setiap 

orang yang membeli barang dan/atau jasa yang digunakan untuk 

menghasilkan barang dan/atau jasa lain demi keuntungan.  

2. Konsumen antara (intermediate consumer), yaitu orang yang 

membeli barang dan/atau jasa yang digunakan untuk usaha 

selanjutnya, juga menguntungkan.  

3. Konsumen akhir (ultimate consumer/and user), yaitu setiap 

orang yang memperoleh dan menggunakan barang dan/atau jasa 

untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga, orang lain, 

dan makhluk hidup lain dan bukan untuk dijual kembali 

dan/atau untuk mendapatkan keuntungan.  

 

Muhammad dan Alim, mendefisinikan konsumen berangkat 

dari pandangan atau konsep Islam terhadap harta, hak dan 

kepemilikan dengan transaksi atau tidak, yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam Islam. Definisi 

konsumen tersebut adalah “setiap orang, kelompok atau badan 

hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak 

yang sah, baik ia pakai untuk pemakai akhir ataupun untuk proses 

produksi selanjutnya”
22

 

                                                           
20Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, hukum perlindungan konsumen, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2015), hlm,7 
21 Zulham, hukum perlindungan konsumen, (Jakarta: Prenadamedia grup, 2016), 

hlm,17 
22 Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi 

Islam, (Yogyakarta: BPFE,2004), hlm.129 
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Pasal 1 Angka 1 menyatakan “perlindungan konsumen adalah 

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 

memberi perlindungan kepada konsumen” 

 

Pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam 

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen atau UUPK menyatakan “segala upaya 

yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai 

benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang 

merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan 

perlindungan konsumen. Kesewenang-wenangan akan 

mengakibatkan ketidak pastina hukum. Oleh karena itu, agar segala 

upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, secara 

kualitatif ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen dan Undang-Undang lainnya yang juga dimaksudkan 

dan masih berlaku untuk memberikan Perlindungan Konsumen, 

baik dalam bidang Hukum Privat (Perdata) maupun dalam bidang 

Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi 

Negara).
23

 

Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk 

menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada 

konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari 

hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, Perlindungan 

                                                           
23 Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 1.. 
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Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
24

 

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi 

perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal 

dari tahap kegiatan untuk mendapatkaan barang dan jasa hingga 

sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa 

tersebut.  

Cakupan Perlindungan Konsumen dapat dibedakan dalam 

dua aspek, yaitu: 

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan 

kepada konsumen tidak sesuai denga apa yang telah 

disepakati. 

2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang 

tidak adil kepada konsumen. 

 

  Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan 

konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam 

memenuhi kebutuhan hidup. Maka pengaturan perlindungan 

konsumen dilakukan dengan: 

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengatur 

unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian 

hukum. 

2. Melindungi kepentingan konsumen pada khsusnya dan 

kepentingan seluruh pelaku usaha. 

3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa. 

4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik 

usaha yang menipu dan menyesatkan. 

5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan 

perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan 

pada bidang-bidang lainnya. 

                                                           
24 Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindung 

Konsumen. 
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Maka, hukum perlindungan konsumen adalah asas dan 

aturan umum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam 

hubungan antara penyedia jasa dan pengguna sehubungan 

dengan penyediaan dan penggunaan barang konsumsi dan 

urusan kehidupan sosial. 
25

 

2. Hak- hak Konsumen 

 Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menebutkan 

Hak-Hak Konsumen sebagai berikut:
26

 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa. 

2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa 

sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di 

janjikan. 

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/jasa. 

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 

dan/jasa yang digunakan. 

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen. 

7. Hak untuk di perlakukan atau dilayani secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif. 

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 

penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai 

dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang- 

undangan lainnya. 

 

     Hak-hak konsumen perspektif Internasional, Presiden 

Amerika Serikat J. F. Kennedy menyebutkan empat dasar hak 

                                                           
25 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), 

hlm 23 
26Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
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konsumen yang dikemukakan didepan kongres pada tanggal 15 

Maret 1962, yaitu:
27

 

1. Hak memperoleh keamanan (the right to safety). 

Aspek ini ditujukan pada perlindungan konsumen dari 

pemasaran barang dan/atau jasa yang membahayakan keselamatan 

konsumen. Dalam hal ini, intervesi, tanggung jawab dan peranan 

pemerintah dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan 

konsumen sangat penting. 

2. Hak memilih (the right to choose). 

Bagi konsumen, hak memilih merupakan hak prerogative 

konsumen apakah ia akan membeli atau tidak membeli suatu 

barang dan/atau jasa. Oleh karena itu, pentingnya hak untuk 

mendapatkan informasi yang jujur, tingkat Pendidikan yang patut, 

dan penghasilan yang memadai, maka hak ini tidak akan banyak 

artinya. Karena dengan meningkatnya Teknik penggunaan pasar, 

terutama lewat iklan, maka hak untuk memilih ini lebih banyak 

ditentukan oleh faktor diluar dari konsumen.  

3. Hak mendapat informasi (the right to be informed). 

Hak ini mempunyai arti yang sangat fundamental bagi 

konsumen bila diliat dari sudut kepentingan dan kehidupan 

ekonominya. Setiap barang yang akan dibeli haruslah diberikan 

selengkap mungkin dan penuh kejujuran mengenai barang tersebut.  

4. Hak untuk di dengar (the right to be heard) 

Dalam ini kepentingan konsumen harus diperhatikan dan 

tercermin dalam kebijakan pemerintah, termasuk turut didengar 

dalam pembentukan kebijakan tersebut. Selain itu, konsumen juga 

harus didengar setiap keluhannya dan harapannya dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dipasarkan produsen. 

 

PBB melaui Resolusi Nomor A/RES/39/248 tanggal 16 April 

1985 tentang perlindungan konsumen (Guidelines for Consumer 

Protection) merumuskan enam kepentingan konsumen yang harus 

dilindungi, antara lain: 
28

  

1. Melindungi konsumen dari risiko terhadap kesehatan dan 

keselamatannya. 

2. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi 

konsumen. 

                                                           
27 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), 

hlm, 47-48 
28 Ibid, hlm, 49 
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3. Ketersediaan informasi yang cukup untuk memungkinkan 

konsumen membuat pilihan yang tepat berdasarkan keinginan 

dan kebutuhan pribadi mereka. 

4. Edukasi Konsumen. 

5. Tersedianya Kompensasi yang Efektif. 6. Kebebasan untuk 

mendirikan organisasi konsumen atau organisasi lain yang 

relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi 

tersebut untuk menyatakan pendapat mereka tentang 

keputusan yang mempengaruhi kepentingan mereka.   

 

Organisasi Konsumen Sedunia (International Organization 

of Consumers Union- IOCU) Ditambahkan empat hak dasar 

konsumen yang harus dilindungi, yaitu:  
29

 

1. Hak untuk memeperoleh kebutuhan hidup. 

2. Hak untuk memperoleh ganti rugi. 

3. Hak untuk memeperoleh Pendidikan konsumen. 

4. Hak untuk memeperoleh lingkungan hidup yang bersih dan 

sehat. 

 

Masyarakat Eropa (Europese Ekonomische Gemeenschap 

atau   EEG) menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai 

berikut:
30

 

a. Hak perlindungan Kesehatan dan Keamanan. 

b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi. 

c. Hak mendapat ganti rugi. 

d. Hak atas penerangan. 

e. Hak untuk didengar. 

 

3. Kewajiban Konsumen 

 Selain memeperoleh hak-hak konsumen juga memiliki 

kewajiban yaitu:
31

 

                                                           
   29 Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2015), hlm,39 

  30 Meriam Darus Badrul zaman, Op.cit. Hlm, 61. 
31 Pasal 5 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. 
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1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi 

keamanan dan keselamatan. 

2. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pemebelian barang 

dan/atau jasa. 

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. 

 

D. Tinjauan Umum Tenatang Pelayanan 

1. Pengertian Pelayanan 

Pelayanan (customer service) secara umum adalah setiap 

kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan 

kepuasan kepada pelanggan, melalui pelayanan ini keinginan dan 

kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi.
32

 Dalam Kamus Bahasa 

Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan adalah sebagai usaha melayani 

kebutuhan orang lain, sedangkan melayani yaitu membantu 

menyiapkan (membantu apa yang diperlukan seseorang).
33

 Menurut 

Ratminto dan Atik, Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada 

orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan 

hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. 

Setiap pelayanan menghasilkan (produk), baik berupa barang dan 

jasa. Hasil pelayanan berupa jasa tidak dapat diinventarisasi, 

ditumpuk, atau digudangkan melainkan hasil tersebut diserahkan 

secara langsung kepada pelanggan atau konsumen. Dalam hal 

pelayanan diberikan dengan tidak optimal maka pelayanan tidak 

                                                           
32 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010), 

hlm.22 
33Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 415 
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dapat diulangi, karena pelayanan diberikan secara langsung kepada 

pelanggan.
34

 

Menurut Gronroos 1990, Pelayanan adalah suatu aktivitas 

atau serangakaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat 

diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen 

dengan karyawan atau hal-hal lain yang dimaksudkan untuk 

memecahakan permasalahan konsumen/pelanggan.
35

 

Munir juga mengatakan pelayanan umum adalah kegiatan 

yang oleh seseorang (sekelompok orang) dengan landasan faktor 

material melalui sistem, prosedur dan metode dalam rangka usaha 

memenuhi kepentingan orang lainya sesuai dengan haknya. Munir 

mengemukakan bahwa pelaksanaan pelayanan dapat diukur, oleh 

karena itu dapat ditetapkan standar baik dalam waktu yang 

diperlukan maupun hasilnya. Dengan adanya standard manajemen 

dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi 

kegiatan pelayanan agar hasil akhir memuaskan kepada pihak-pihak 

yang mendapatkan pelayanan.
36

 

Jadi dapat disimpulkan pelayanan atau service adalah setiap 

kegiatan atau manfaat yang diberikan suatu pihak kepada pihak 

lainnya yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak pula berakibat 

                                                           
34Ratminto dan Atik, Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, 

Penerapan   Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal. (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2003). 
35http://www.google.com/search?q=pelayanan%20menurut%20gronroos&tbm= 

Diakses pada tanggal 4 Desember 2022, pukul 16.19 WITA 
36 Munir, Manajemen Pelayanan Umum, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 275 
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pemilikan sesuatu dan produksinya dapat atau tidak dapat dikaitkan 

dengan suatu produk fisik. 

2. Jenis-Jenis Pelayanan 

Jenis-jenis pelayanan bagi konsumen dibagi menjadi 5 yaitu:
37

 

1. Layanan pelanggan berjalan 

Layanan pelanggan berjalan merupakan layanan yang hadir 

pada era pelayanan pelanggan terbentuk. Jenis pelayanan 

pelanggan seperti ini sangat menyita waktu, hal ini karena 

pelanggan harus mengunjungi layanan perusahaan secara 

langsung. 

2. Layanan pelanggan melalui email 

Konsumen menginginkan tanggapan yang cepat, pengiriman    

yang cepat dan tepat waktu. Akan tetapi pelayanan melalui email, 

respon yang diberikan lebih lambat dibandingkan melalui telpon. 

3. Layanan panggilan telpon 

Layanan panggilan telpon merupakan, layanan yang paling 

dimiliki oleh setiap bisnis. Pelanggan yang memiliki keluhan atas 

pelayana yang diberikan akan langsung menghubungi akun bisnis 

yang dikeluhkan untuk mendapatkan solusi secara cepat. 

4. Layanan chat secara langsung melalui website/ media sosial 

Layanan pelanggan melalui chat merupakan metode yang 

paling popular saat ini. Karena hampir setiap masyarakat 

memiliki akun media sosial sehingga memudahkan mereka untuk 

mengirimpesan ke perusahaan yang mereka tuju. 

5. Layanan IVR (Interacive Voice Response) 

Layanan IVR (Interacive Voice Response) atau respon suara 

interaktif merupakan, layanan yang menggunakan teknologi yang 

mampu memutar rekaman suara dalam menyampaikan informasi 

yang dibutuhkan oleh pelanggan. 

 

E. Tinjauan Umum Tentang PDAM 

1. Pengertian PDAM 

PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum adalah salah satu 

badan ekonomi daerah yang menangani pendistribusian air bersih 

untuk masyarakat umum yang diawasi dan dikendalikan oleh 

                                                           
37https://www.barantum.com/blog/layanan-pelanggan/. Diakses pada tanggal, 4 

Desember 2022. Pukul 16.28 WITA. 

https://www.barantum.com/blog/layanan-pelanggan/
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eksekutif dan legislatif.  PDAM terdapat disetiap provinsi, kabupaten, 

dan kotamadya diseluruh Indonesia. 

Apabila merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor: 690-069 tahun 1992, tentang Pola Petunjuk Teknis 

Pengelolaan PDAM, disana ditegaskan bahwa PDAM mempunyai 

tugas pokok pelayanan umum kepada masyarakat, dimana dalam 

menjalankan fungsinya PDAM diharapkan mampu membiayai 

dirinya sendiri (self financing) dan harus berusaha mengembangkan 

tingkat pelayanannya, disamping itu PDAM juga diharapkan mampu 

memberikan sumbangan pembangunan kepada Pemda.
38

 

2. Fungsi PDAM 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 3, PDAM mempunyai fungsi yaitu:
39

 

a. Pelayanan umum penyediaan air minum dan/atau air bersih 

kepada pelanggan serta pendistribusian/ penjualan air baku 

didalam dan diluar Daerah. 

b. Pemberian jasa teknis kepada masyarakat yang berhubungan 

dengan bidang air minum atau air bersih baik diminta maupun 

tidak diminta dan 

c. Pemberian kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli 

Daerah. 

 

3. Hak dan kewajiban PDAM 

 PDAM memiliki hak-hak dalam mengelola penyediaan air 

minum sebagai berikut:   
40

 

                                                           
        38 https://www. academia.edu/20063682/pengertian_PDAM. Diakses pada 

tanggal 4 Desember 2022, pukul 18.44 WITA 

       39 http://jdih.penajamkab.go.id/assets/Perbup Nomor.43 Tahun 2018 tentang 

Struktur Organisasi PDAM. Di akses minggu 4 Desember 2022, pukul 19.28 WITA. 

http://jdih.penajamkab.go.id/assets/Perbup%20Nomor.43
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a. Penagihan untuk air dan/atau non air dan menerima hasil 

penjualan dari pihak lain atau pelanggan. 

b. Mengenakan atau menerapkan denda untuk faktur yang 

terlambat. 

c. Menolak dan/atau menerima permintaan dari calon konsumen, 

dengan mempertimbangkan kapasitas produksi dan alasan 

teknis lainnya. 

d. Memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh 

Nasabah, Nasabah Pasif, Klien dan/atau pihak lain berdasarkan 

Peraturan. 

e. Inspeksi pipa paket jika diperlukan. F. Untuk memperoleh 

tanah untuk pembangunan fasilitas sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

f. Deteksi volume air baku secara terus menerus sesuai izin yang 

diterbitkan.  

 

PDAM memiliki tanggung jawab dalam mengelola penyediaan 

air minum sebagai berikut:  
41

 

a. Pemanfaatan fasilitas penyediaan air minum yang optimal. 

b. Apabila PDAM tidak dapat memenuhi aliran air dalam waktu 

1 x 24 jam (dua puluh empat) jam setelah menerima 

pemberitahuan pelanggan, PDAM wajib menyediakan air yang 

dibutuhkan dengan cara lain; 

c. Memberikan pelayanan air minum kepada pelanggan dengan 

mempertimbangkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas.  

d. Melakukan penggantian meter air secara berkala minimal 4 

(empat) tahun sekali. Jika meteran air rusak sebelum 4 tahun, 

PDAM wajib mengganti meteran air tersebut.  

e. Menginformasikan pelanggan tentang gangguan layanan dan 

hambatan. 

f. Lakukan pemeriksaan kualitas air secara berkala. 

g. Menangani dan memantau keluhan pelanggan. 

h. Meningkatkan kapasitas air untuk menjaga kontinuitas 

pasokan. 

i. Penyediaan pusat informasi dan kotak pengaduan.   

 

  

                                                                                                                                                             
           40 Risna, 2020. Perlindungan konsumen terhadap pengenaan tarif dasar 

perusahaan daerah air minum (PDAM) ditembilahan kabupaten Indragiri hilir, skripsi. 

Pekan baru 2020. 

                                41 Ibid  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

Hukum normatif empiris. Penelitian Hukum normatif adalah penelitian yang 

mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti 

peraturan perundang-undagan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat 

berupa pendapat para sarjana.
42

 

Sedangkan penelitian Hukum empiris adalah suatu cara atau prosedur 

yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan penelitian terhadap data 

primer di lapangan.
43

 

B. Pendekatan Penelitian 

    Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan perundang-undangan yaitu kegitan meneliti Peraturan       

Perundang-Undangan, yang berkaitan dengan perlindungan hukum 

Ketenagakerjaan yang berasal dari Undang-Undang, buku-buku, 

dokumen-dokumen, dan sumber-sumber lainnya.
44

 

 

                                                           
42 Jurnal Idtesis.com “Metode Penelitian”. Diakses pada tanggal 24 Maret 2023 

pukul 22.37 WITA. 
43 Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, Cetakan Ketiga, UI Press, 

Jakarta, 1984, hlm 52. 
44 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2011, hlm 93 
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2. Pendekatan Sosiologis (Sosiologis Approach) 

Pendekatan sosiologis yaitu suatu pendekatan yang dapat 

menjelaskan hukum sebagai fenomena sosial, menjelaskan hubungan 

antara hukum dengan perilaku sosial, hubungan hukum dengan perilaku 

sosial, hubungan hukum antara hukum dengan fakta sosial. 

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data 

1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:
45

 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat 

Autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan 

perUndang-Undangan yang digunakan adalah peraturan perUndangan-

Undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan, 

yaitu:  

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen 

3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. 

4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Penyelesaian 

Sengketa 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, berupa pendapat hukum atau teori-teori 

yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian artikel ilmiah, 

maupun website yang terkait dengan bahan hukum sekunder pada 

dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka penelitian 

akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer. 

Termaksud pula dalam Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang 

memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang terdiri dari 

buku, jurnal, artikel dan tulisan terkait.  

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, dan 

lain sebagainya. 

2. Jenis dan sumber data  

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama 

yaitu wawancara baik dengan informan maupun responden. 

b. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari dokumen-dokumen 

resmi, laporan, buku-buku dan sebagainya. 
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D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data 

Adapun tekhnik pengumpulan data dan bahan hukum dalam penelitian 

ini antara lain:
46

 

1. Studi Kepustakaan  

Teknik dan alat pengumpulan bahan hukum, yaitu dengan 

mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-

undangan, literatur-literatur, dan pendapat para sarjana yang terkait 

dengan pokok permasalahan yang dibahas. 

2. Wawancara (intervew) 

Teknik dan alat pengumpulan data, pengumpulan dengan teknik 

wawancara, yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung dengan 

responden dan informan di PDAM Lombok Timur “Wawancara 

(intervew) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (face to 

face). Pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang 

untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian 

kepada responden dan Informan. Terdapat 2 unsur dalam wawancara 

yaitu informan dan responden. Informan adalah orang yang menjadi 

sumber informasi. Dan Responden adalah orang yang memberi 

tanggapan atau reaksi dari suatu masalah 

E. Analisa Bahan Hukum dan Data 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif 

yaitu suatu analisis hukum yang didasarkan pada bahan-bahan kepustakaan 
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dan hasil wawancara dengan responden atau informan, kemudian dianalisis 

dlam mendapatkandata yang pasdengan data yang dibutuhkan dan disajikan 

berupa rangkaian kata-kata atau kalimat. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu 

permasalahan tentang pola dan problematika. Penulis menerapkan data yang 

telah diperoleh dari hasil penelitian dilapangan melalui wawancara dan studi 

kepustakaan. Tidak hanya wawancara saja, akan tetapi hasil dari wawancara 

(praktek lapangan) penulis kaitkan dengan referensi-referensi baik dari buku-

buku maupun undang-undang. Sehingga hasil dapat dijadikan pedoman 

dalam pemecahan permasalahan yang dikaji.
47
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